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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. Perangkat Daerah 

2. Jabatan 

3. Tugas 

Fungsi 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA/KOORDINATOR PTSP 

Melaksanakan, mengoordinasikan, memonitoring dan mengvaluasi pelaksanaan urusan Pelayanan Elekronik, Fasilitasi 

Pelayanan, Konsultasi, Data dan Sistem Informasi serta Pengaduan dalam Upaya Meningkatkan Indeks Kepuasan 

Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

: 1. Terlaksananya Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP; 

2. Terlaksananya, Terkoordinasinya Dan Terevaluasinya Monitoring Urusan Pelayanan Elektronik, Fasilitas Pelayanan 

Serta Pengaduan Dan Pengendalian Penanaman Modal, Dalam Upaya Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat 

Terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

3. Terlaksananya Focus Group Discussion Kepada Pejabat Publik Dan Pemangku Kepentingan Dan Terkait Dengan lsu, 

Masalah Dan Atau Kebijakan; 

4. Terlaksananya Kajian Dan Analisis Kebijakan Di Bidang Pelayanan Perizinan; 

5. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksa Keuangan (Bpk)/Inspektorat Daerah; 

6. Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi 

Kewenangan Daerah; 

7. Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; 

8. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah; 

9. Pemenuhan Ketersediaan Data Dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah; 

10. Membuat lnovasi Dan/Atau Diutamakan Dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sesuai Dengan Fungsi Perangkat 

Daerah; 

11. Terealisasinya Output Kegiatan Tan pa Menimbulkan Potensi Utang; 

12. Terlaksananya Penilaian Berjenjang 

13. Terlaksananya Penilaian Terhadap Kinerja Jabatan Pelaksana; 

14. Meningkatnya Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja. 



NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 

SUMBER DATA 

1. Terlaksananya, 

Terkoordinasinya Dan 

Indeks Kepuasan Masyarakat I Persentase Survei Kepuasan 

Masyarakat 

Hasil Survei Tingkat Kepuasan 

Masyarakat 

Terevaluasinya 

Monitoring Urusan 

Pelayanan Elektronik, 

Fasilitas Pelayanan 

Serta Pengaduan Dan 

Pengendalian 

Penanaman Modal, 

Dalam Upaya 

Meningkatkan Indeks 

Kepuasan Masyarakat 

2. Terlaksananya Focus Rancangan Rekomendasi I Rancangan Rekomendasi Hasil laporan Focus Group 

Group Discussion Kebijakan/Policy Paper Kebijakan/Policy Paper Discussion 

Kepada Peja bat Publik 

Dan Pemangku 

Kepentingan Dan Terkait 

Dengan Isu, Masalah 

Dan Atau Kebijakan 

3. Terlaksananya Kajian Monitoring dan Evaluasi I Laporan Hasil Monitoring dan Hasil Monitoring dan Evaluasi 

Dan Analisis Kebijakan Perizinan dan non Perizinan Evaluasi Perizinan dan Non Perizinan Perizinan dan Non Perizinan 

Di Bidang Pelayanan 

Perizinan 



. Terlaksananya 

Monitoring for Prevention 

Temuan Hasil Pemeriksaan 

BPK/Inspektorat yang ditindak 

lanjuti paling lambat 60 Hari 

Kerja 

I Laporan Hasil Pemeriksaan 

BPK/Inspektorat yang telah ditindak 

lanjuti 

Hasil Pemeriksaan 

BPK/Inspektorat yang telah 

ditindak lanjuti 

5. Terealisasinya Output 

Kegiatan Tanpa 

menimbulkan Potensi 

Utang 

a. Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan secara 

Terpadu Satu Pintu di 

Bidang Penanaman Modal 

yang menjadi Kewenangan 

Daerah 

I Laporan Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan secara Terpadu Satu 

Pintu di Bidang Penanaman Modal 

yang menjadi Kewenangan Daerah 

Data perizinan dan non perizinan 

secara Terpadu Satu Pintu di 

Bidang Penanaman Modal 

b. Pengelolaan data dan 

informasi Perizinan dan 

Non Perizinan Terintegrasi 

pada Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

I Laporan Pengelolaan Data dan 

Informasi Perizinan dan Non 

Perizinan Terintegrasi pada Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 

Aplikasi Satu Data Kukar 

. Capaian output kegiatan I Laporan Capaian output kegiatan Dokumen Capaian output kegiatan 

6. Terlaksananya Tata 

Kelola Arsip Perangkat 

Daerah 

Tata Kelola Arsip Perangkat 

Daerah 

I Laporan Tata Kelola Arsip Perangkat 

Daerah 

Data Arsip Daerah 

. Terpenuhinya 

Ketersediaan Data dan 

lnformasi Pembangunan 

berdasarkan Fungsi 

Perangkat Daerah 

Ketersediaan Data dan 

lnformasi Pembangunan 

berdasarkan Fungsi Perangkat 

Daerah 

I Persentase Ketersediaan Data di 

Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi 

e-pantau 

Aplikasi Satu Data Kukar dan 

Aplikasi e-pantau 

8. Terlaksananya Penilaian 

Berjenjang 

Penilaian Berjenjang > Laporan Penilaian Berjenjang Hasil Penilaian Berjenjang 



9. Terwujudnya Tingkat Tingkat Kepatuhan atas I Laporan Tingkat Kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN 

Kepatuhan atas Laporan Laporan Harta Kekayaan Laporan Harta Kekayaan 

Harta Kekayaan Penyelenggara Penyelenggara 

Penyelenggara 

Tenggarong, 13 Januari 2025 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP 

Kabupaten Kutai Kaftan ra 

NIP. 19690113 199503 1 00\5 

Keterangan : 

: Jumlah 

Analis Kebijakan Ahli Madya 

DRS. BAHAUDDIN 

NIP. 19661231 199401 1 006 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. 

2. 

3. 

Perangkat Daerah 

Jabatan 

Tugas 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 

Menghim pun dan mengumpulkan data serta merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi Urusan 

Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal. 

4. Fungsi : 1. Terlaksananya pengumpulan dan penghimpunan data urusan fasilitasi pelayanan penanaman modal; 

2. Terlaksananya pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan urusan fasilitasi pelayanan penanaman 

modal; 

3. Terencananya dan terlaksananya peninjauan lapangan dalam rangka proses pemenuhan persyaratan untuk penerbitan 

sertifikat standar/ rekomendasi teknis; 

4. Tersusunnya laporan urusan fasilitasi pelayanan penanaman modal; 

5. Terlaksananya pengumpulan dan penghimpunan data urusan fasilitasi pelayanan penanaman modal; 

6. Terlaksananya perencanaan dan memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan komitmen berbasis elektronik; 

7. Terencananya pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam kegiatan pembangunan pembangunan Zona Integritas (ZI) 

menuju wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih melayani (WBBM) urusan fasilitasi pelayanan 

penanaman modal; 

8. Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan; 

9. Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitasi insentif daerah; 

10. Melaksanakan tata kelola arsip perangkat daerah; 

11. Terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang; 

12. Terlaksananya pengisian data di aplikasi satu data Kukar dan e-Pantau 

13. Terlaksananya penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; 

14. Terkumpulnya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara. 



NO 
SASARAN 

KEGIATAN 
INDIKATOR KIN ERJA 

PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 

SUMBER DATA 

1. Terlaksananya 

pengumpulan data 

perizinan 

Jumlah perizinan yang telah 

selesai diproses melalui system 

OSS maupun melalui aplikasi 

SICANTIK 

I Perizinan yang telah selesai diproses 

melalui system OSS maupun melalui 

aplikasi SICANTIK 

I Data perizinan yang telah selesai 

diproses melalui system OSS 

maupun melalui aplikasi SICANTIK 

2. Terlaksananya 

pemantauan 

pemenuhan komitmen 

perizinan dan non 

perizinan 

Jumlah laporan hasil kegiatan 

Pemantauan Pemenuhan 

Komitmen Perizinan dan non 

Perizinan 

I Laporan hasil kegiatan Pemantauan 

Pemenuhan Komitmen Perizinan dan 

non Perizinan 

I Data laporan hasil kegiatan 

Pemantauan Pemenuhan 

Komitmen Perizinan dan non 

Perizinan 

3. Terencananya dan 

Terlaksananya 

Peninjauan Lapangan 

dalam rangka fasilitasi 

Pemenuhan 

Persyaratan untuk 

Penerbitan Sertifikat 

Standar / 

Rekomendasi Teknis 

Jumlah permohonan pelaku 

usaha yang difasilitasi dan 

divisitasi dalam rangka 

pemenuhan persyaratan 

perizinan berusaha 

I Permohonan pelaku usaha yang 

difasilitasi dan divisitasi dalam rangka 

pemenuhan persyaratan perizinan 

berusaha 

I Data permohonan pelaku usaha 

yang difasilitasi dan divisitasi 

dalam rangka pemenuhan 

persyaratan perizinan berusaha 

4. Terlaksananya 

Pengunnpulan dan 

Penghimpunan Data 

Urusan Fasilitasi 

Pelayanan 

Penanaman Modal 

Jumlah Perizinan yang telah 

selesai diproses melalui system 

OSS maupun melalui aplikasi 

SICANTIK 

I Perizinan yang telah selesai diproses 

melalui system OSS maupun melalui 

aplikasi SICANTIK 

I Data Perizinan yang telah selesai 

diproses melalui system OSS 

maupun melalui aplikasi SICANTIK 



5. Terlaksananya Jumlah pelaku usaha yang I Pelaku usaha yang difasilitasi dalam I Data perizinan yang telah selesai 

Perencanaan dan difasilitasi dalam pengurusan pengurusan perizinan dan non diproses melalui sistem OSS 

Memfasilitasi perizinan dan non perizinan perizinan melalui sistem OSS maupun maupun melalui aplikasi SICANTIK 

Pelaksanaan 

Pemenuhan 

melalui sistem OSS maupun 

melalui aplikasi SICANTIK 

melalui aplikasi SICANTIK 

Komitmen Berbasi 

Elektronik 

Tenggarong, 31 Januari 2025 

KEPALA 

LFIAN NOOR, SE., M.Ling 

NIP. 19690113 199503 1

Keterangan : 

I : Jumlah 

SUB KOORDINATOR FASILITASI 

PELAYANAN PENANAMAN MODAL 

KUSDARYANTA, SE., M.SI 

NIP. 19690217 199603 1 003 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

Perangkat Daerah 

2. Jabatan 

3. Tugas 

4. Fungsi 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

: ANALIS KEBIJAKAN 

Menghimpun dan mengelola data dan informasi, serta merencanakan, melaksanakan, memonitoring 
dan mengevaluasi urusan Data dan Informasi serta adminsitrasi pengaduan Penanaman Modal; 

: 1. Terlaksananya pengumpulan dan penghimpunan data urusan administrasi pengaduan serta sistem 
informasi penanaman modal; 

2. Tersusunnya dan Terlaksananya kebijakan teknis dan administrasi urusan data dan sistem informasi 
penanaman modal; 

3. Terlaksananya Monitoring dan Mengkoordinasikan Monitoring dan mengevaluasi Pelaksanaan Sub 
Kegiatan; 

a. Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan sistem informasi perizinan dan nonperizinan 
Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; 

b. Penyediaan pelayanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan 
perizinan dan nonperizinan; 

4. Terlaksananya pengembangan aplikasi dan pemutakhiran Data dan Informasi Perizinan 
Penanaman Modal melalui media Elektronik; 

5. Merencanakan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kegiatan Pembangunan zona integrasi (ZI) 
Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) pada urusan 
data dan informasi penanaman modal; 

6. Terlaksananya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas kinerja urusan Data dan sistem 
informasi Penanaman Modal yang terdiri dan i menyelesaikan, atas Laporan Harta Kekayaan 
aparatur sipil negara (LHKPN); 



7. Melaksanakan penilaian berjenjang terhadap kinerja; 

8. Terlaksananya kegiatan Pengolahan dan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi 
Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Eiektronik; 

9. Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 
Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan; 

10. Terlaksananya Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah; 

11. Terlaksananya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas 
dan Fungsi Jabatan; 

12. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang; 

13. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara 
tertulis maupun lisan; 

14. Melaksanakan Penyampaian SPT Tahunan; 



NO 
SASARAN 
KEGIATAN 

INDIRATOR 
KINERJA 

PENjELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN 

SUMBER DATA 

1. Tersedianya Data 
dan Informasi 
Perizinan 

Jumlah Perizinan > Data izin yang diterbitkan I Persetujuan Perizinan yang diterbitkan 
oleh DPMPTSP 

2. Terlaksananya 
proses 
pengaduan 
masyarakat 

Jumlah 
pengaduan 

I Pengaduan Masyarakat yang 
masuk terkait pelayanan 
perizinan 

I Surat Pengaduan yang diterima 
DPMPTSP terkait Pelayanan Perizinan 

3. Tersedianya data 
Konsultasi 

Jumlah Konsultasi Z Data Konsultasi Konsultasi Pelaku Usaha 

4. Melaksanakan 
Pengembangan 
Aplikasi 

Jumlah Aplikasi 
yang dibangun 
atau di upgrade 

I Jumlah Aplikasi yang dibangun 
atau di upgrade 

I Aplikasi yang digunakan 

Tenggarong, 31 Januari 2025 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Kutai anegara 

NIP. 19690113 199503 1 0 

A Kebijakan 

SRI SETIOWATI S.Kom 
NIP. 19780411 2011122003 
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